


c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024; 
 
       Mengingat     :    1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54  Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3936); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

 
 

 
 
 



6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam 
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
 

dan 

 
BUPATI MUARO JAMBI 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2024. 

 
Pasal  1 

 
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi. 



4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

5. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 
arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 
penetapan APBD 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut 

dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah 
kabupaten/kota. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat menjadi SPM 

adalah merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu 
Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 

minimal untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada 
masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik 

yang prima. 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat menjadi RPJMD adalah merupakan penjabaran dari visi, misi, 

dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada 
RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional, memuat 

arah kebijakan keuangan daerah, program strategis pembangunan daerah, 
kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas 

satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahn disertai dengan 
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 
bersifat indikatif. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi 
RKPD adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun Anggaran. 
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 

menjadi PPAS adalah dokumen yang merinci alokasi anggaran yang 
dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam 
KUA. 

12. Program Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk 
pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya yaitu percepatan 
penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, 

optimalisasi kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), 
dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, 
dan Keluarga Berencana. 

13. Program Prioritas Daerah adalah sekumpulan program prioritas yang 
secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran 

pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi 
peningkatan kinerja pembangunan daerah. 

 
Pasal 2 
 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 
Daerah. 

 
Pasal 3 

 
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar  
Rp. 1.543.148.155.567,- (satu trilyun lima ratus empat puluh tiga milyar 

seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam 
puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari: 



a. pendapatan asli daerah; 

b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
Pasal 4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 104.897.937.977,- (seratus empat milyar 

delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh 
ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a.  pajak daerah; 
b.  retribusi daerah; 
c.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 

d.  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 72.387.091.977,- (tujuh puluh dua milyar tiga ratus delapan 

puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh 
tujuh rupiah). 

 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 7.293.810.000,- (tujuh milyar dua ratus 

sembilan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). 
 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000,- 
(enam milyar lima ratus juta rupiah). 

 
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.717.036.000,- (delapan belas 
milyar tujuh ratus tujuh belas juta tiga puluh enam ribu rupiah). 

 
Pasal 5 
 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 1.426.081.217.590,- (satu trilyun empat ratus 

dua puluh enam milyar delapan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu 
lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas: 

a.  pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b.  pendapatan transfer antar daerah. 
 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.322.890.518.000,- (satu trilyun tiga 

ratus dua puluh dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus 
delapan belas ribu rupiah). 

 
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp. 103.190.699.590,- (seratus tiga milyar 

seratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu 
lima ratus sembilan puluh rupiah). 

 
 

 
 
 

 
 



Pasal 6 

 
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.169.000.000,- (dua belas milyar 
seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri atas: 
a.  pendapatan hibah; dan 

b.  Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama. 

 
(2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol). 
 

(3) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 12.169.000.000,- (dua belas milyar seratus 

enam puluh sembilan juta rupiah). 
 

Pasal 7 

 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 
1.578.148.155.567,- (satu trilyun lima ratus tujuh puluh delapan milyar 

seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus enam 
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

 

Pasal 8 
 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 1.057.452.577.435,- (satu trilyun lima puluh 

tujuh milyar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh 
tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai; 

a. belanja barang dan jasa; 
b. belanja subsidi; 

c. belanja hibah; dan 
d. belanja bantuan sosial. 

 
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 607.779.044.361,- (enam ratus tujuh milyar 

tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tiga ratus 
enam puluh satu rupiah). 

 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 382.457.145.378,- (tiga ratus delapan puluh dua 
milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu 

tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). 
 

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). 

 
(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 

sebesar Rp. 63.795.637.696,- (enam puluh tiga milyar tujuh ratus 
sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus 
sembilan puluh enam rupiah). 

 



(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp. 1.420.750.000,- (satu milyar empat ratus dua 
puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 9 

 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 282.394.073.134,- (dua ratus delapan puluh 
dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tiga ribu 

seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: 
a.  belanja modal peralatan dan mesin; 

b.  belanja modal gedung dan bangunan; 
c.  belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
d.  belanja modal aset tetap lainnya; dan  

e.  belanja modal aset lainnya. 
 

(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 65.773.258.969,- (enam puluh lima 

milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu 
sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah). 

 

(3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 100.691.337.450,- (seratus milyar enam 

ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat 
ratus lima puluh rupiah). 

 
(4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 104.474.667.852,- (seratus 

empat milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh 
tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). 

 

(5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.904.808.863,- (sembilan milyar 
sembilan ratus empat juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus enam 

puluh tiga rupiah). 
 

(6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima 
puluh juta rupiah). 

 
Pasal 10 

 
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c 

direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta 
rupiah). 

 

Pasal 11 
 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d 
direncanakan sebesar Rp. 237.151.504.998,- (dua ratus tiga puluh tujuh 

milyar seratus lima puluh satu juta lima ratus empat ribu sembilan ratus 
sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 
 

 
 



(2) belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp. 7.968.090.198,- (tujuh milyar sembilan ratus 
enam puluh delapan juta sembilan puluh ribu seratus sembilan puluh 

delapan rupiah). 
 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp. 229.183.414.800,- (dua ratus dua puluh 
sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empatbelas 

ribu delapan ratus rupiah). 
 

Pasal 12 
 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 

35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 
 

Pasal 13 
 

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima 
milyar rupiah), yang terdiri atas: 

a.  sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; 
b.  pencairan dana cadangan; 

c.  hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d.  penerimaan pinjaman daerah; 
e.  penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 

f.  penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

  
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 
55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah). 

 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

 
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 
 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d   

direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 
 

(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

 
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 
 

Pasal 14 
 

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar 
rupiah), yang terdiri atas: 

a.  pembentukan dana cadangan; 
b.  penyertaan modal daerah; 



c.  pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

d.  pemberian pinjaman daerah; dan 
e.  pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).  
 

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). 

 
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

 
(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 
 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah). 

 
Pasal 15 

 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja 

daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.0,- (nol 
rupiah). 

 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 

35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah). 
 

Pasal 16 
 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan 

Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 

ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan 
dalam pergeseran setelah APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 

2024. 
 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.  bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 

b.  pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 
c.  kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 
 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a.  kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b.  belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c.  pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan; dan/atau 

d.  pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau 
masyarakat. 



Pasal 17 

 
Uraian lebih lanjut tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini terdiri dari: 

 

1. Lampiran I  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran  II  Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran  III  Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, 
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

4. Lampiran  IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan Beserta Sub Keluaran; 
5. Lampiran  V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran  VI  Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 
APBD; 

8. Lampiran  VIII  Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;  

9. Lampiran  IX  Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program 
Prioritas Kabupaten/Kota 

10. Lampiran  X  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

11. Lampiran XI  Daftar Piutang Daerah; 
 

Pasal 18 
 

Bupati Muaro Jambi menetapkan peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai 
landasan operasional pelaksanaan APBD. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 




